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DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERBANKAN

(Studi pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Lampung)

Oleh
ADELIA MONICA BANGSAWAN

Lembaga keuangan perbankan mempunyai peran strategis dalam kegiatan
perekonomian melalui kegiatan usahanya menghimpun dana masyarakat dan
menyalurkan pembiayaan bagi usaha-usaha produktif maupun konsumtif, namun
demikian tetap saja terjadi tindak pidana perbankan. Oleh karena itu diperlukan
peran penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penyidikan tindak pidana
perbankan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah peran
lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penyidikan tindak pidana perbankan?
Apakah faktor yang menghambat peran lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
dalam penyidikan tindak pidana perbankan?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis
empiris. Narasumber penelitian terdiri dari Penyidik Kepolisian Polda Lampung,
Penyidik PPNS OJK Perwakilan Provinsi Lampung dan Akademisi Bagian Hukum
Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan
studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: Peran lembaga Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) dalam penyidikan tindak pidana perbankan termasuk dalam peran
normatif yaitu peran yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang oleh
PPNS OJK  dengan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tentang tindak pidana perbankan yang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya. Peran faktual dilaksnakan PPNS OJK dengan melakukan
pemanggilan, pemeriksaan, serta meminta keterangan dan barang bukti dari setiap
orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana perbankan
untuk mendapatkan alat bukti dan barang bukti yang digunakan dalam penuntutan
bila terbukti bersalah karena melanggar tindak pidana perbankan. Selanjutnya
berkas penyidikan dilimpahkan kepada Kejaksaan. Selain itu peran faktual
dilakukan melakukan sosialisasi kepada pihak perbankan dan  masyarakat serta
melakukan pengawasan perbankan secara rutin. Faktor yang menghambat peran
lembaga OJK dalam penyidikan tindak pidana perbankan dari segi penegak hukum
adalah secara kuantitas masih terbatasnya personil PPNS OJK yang khusus
melakukan penyidikan tindak pidana perbankan. Faktor masyarakat yang
menghambat adalah adanya nasabah yang memberikan data tidak akurat kepada
bank dalam pengajuan pinjaman/kredit, sehingga berdampak pada terjadinya
kesulitan dalam memproyeksikan laba/rugi atas usaha nasabah yang diajukan kredit.



Adelia Monica Bangsawan

Saran dalam penelitian ini adalah: Otoritas Jasa Keuangan agar meningkatkan
intensitas pengawasan terhadap perbankan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Diperlukan penambahan personil PPNS pada Kantor OJK
Perwakilan Provinsi Lampung dalam rangka meningkatkan efektivitas penyidikan
terhadap tindak pidana di bidang perbankan.

Kata Kunci: Peran, Otoritas Jasa Keuangan, Tindak Pidana Perbankan
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank pada dasarnya merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang

bertujuan untuk memberikan pembiayaan, pinjaman dan jasa keuangan lain. Bank

dalam konteks ini melaksanakan fungsi melayani kebutuhan pembiayaan dan

melancarkan sistem pembayaran bagi sektor perekonomian. Aktivitas perbankan

didasarkan pada kepercayaan, di mana masyarakat yang menempatkan dananya di

bank, mau tidak mau harus percaya sepenuhnya bahwa dana miliknya dan hal-hal

yang berkaitan dengan kerahasiaan nasabah akan benar-benar dijaga oleh bank

dan tidak akan disalahgunakan.

Perbankan sebagai lembaga keuangan mempunyai peran yang sangat strategis

dalam kegiatan perekonomian melalui kegiatan usahanya menghimpun dana

masyarakat dan menyalurkan pembiayaan bagi usaha-usaha produktif maupun

konsumtif, sekaligus menjadi penentu arah bagi perumusan kebijakan pemerintah

di bidang moneter dan keuangan dalam mendukung stabilitas pembangunan

nasional, khususnya untuk dapat menjadi tempat penyimpanan dana yang aman,

tempat yang diharapkan dapat melakukan kegiatan perpembiayaanan demi

kelancaran dunia usaha dan perdagangan.1

1Teguh Pudjo Mulyono, Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil. BPFE, Yogyakarta .
2006.hlm.56
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Setiap aktivitas perbankan harus memenuhi asas ketaatan perbankan, yaitu segala

kegiatan perbankan yang diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998 tentang Perbankan, serta menjalankan prinsip kehati-hatian

perbankan (prudent banking) dengan cara menggunakan rambu-rambu hukum

berupa safe dan sound. Kegiatan bank secara yuridis dan secara umum adalah

penarikan dana masyarakat, penyaluran dana kepada masyarakat, kegiatan fee

based, dan kegiatan dalam bentuk investasi.

Tindak pidana perbankan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan

baik dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja yang ada hubungannya dengan

lembaga, perangkat dan produk perbankan, sehingga menimbulkan kerugian

materiil dan atau immateriil bagi perbankan itu sendiri maupun bagi nasabah atau

pihak ketiga lainnya.

Secara umum tindak pidana di bidang perbankan adalah segala jenis perbuatan

melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam

menjalankan usaha bank, sedangkan istilah tindak pidana di bidang perbankan

menunjukkan bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dalam menjalankan

fungsi dan usahanya sebagai bank dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidanan

ekonomi. Kejahatan di bidang perbankan adalah salah satu bentuk dari kejahatan

ekonomi yang sering dilakukan dengan menggunakan bank sebagai sasaran dan

sarana kegiatannya dengan modus yang sangat sulit dipantau atau dibuktikan

berdasarkan Undang-Undang Perbankan.2

2 Marfei Halim. Mengurai Benang Kusut, Bank Indonesia, Rajawali Press. Jakarta, 2002.hlm. 34



3

Modus operandi kejahatan di bidang perbankan dapat dilakukan dengan

memperoleh kredit dari bank dengan cara menggunakan dokumen atau jaminan

palsu, fiktif, penyalahgunaan pemakaian kredit, mendapat kredit berulang-ulang

dengan jaminan objek yang sama, memerintahkan, menghilangkan,

menghapuskan, tidak membukukan yang seharusnya dipenuhi. Di samping itu

modus operandinya juga memaksa bank atau pihak yang terafeliasi memberikan

keterangan yang wajib dirahasiakan, tidak memberikan keterangan yang wajib

dipenuhinya kepada bank Indonesia maupun kepada Penyidik Negara, menerima,

meminta, mengijinkan, menyetujui untuk menerima imbalan, uang tambahan,

pelayanan komisi, uang atau barang berharga untuk kepentingan pribadi dalam

rangka orang lain mendapat kredit, uang muka, prioritas kredit atau persetujuan

orang lain untuk melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)3

Praktik penegakan hukum pidana seringkali timbul persoalan di mana terdapat

perbedaan pendapat antara bank dengan aparat penegak hukum terkait dengan

masalah lingkup atau hal-hal apa saja rahasia bank yang dapat dibuka kepada

aparat penegak hukum, siapa saja yang berkewajiban menyimpan rahasia bank

dan bagaimana mekanisme pembukaan rahasia bank. Kejelasan mengenai

pembukaan rahasia bank tersebut sangat penting, karena bagi mereka yang

melakukan pembukaan rahasia bank dapat dikenai sanksi pidana.4

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank yang semakin banyak, berdampak pula

pada banyaknya kesempatan yang akan timbul yang memungkinkan seseorang

atau sekelompok orang untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap

3 Ibid. hlm. 35
4 Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.
PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.
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dunia perbankan. Semakin luas kesempatan yang muncul, juga akan berbanding

lurus dengan semakin banyaknya jenis dan ruang lingkup tindak pidana perbankan

berdasarkan peraturan umum dalam Undang-Undang Perbankan dan yang diatur

khusus dalam perundang-undangan di luar Undang-Undang Perbankan. Bank

harus menjaga kepercayaan masyarakat dengan cara menggunakan dana

nasabahnya secara bertanggungjawab yang diwujudkan dalam bentuk laporan

pertanggung jawaban yang akan diumumkan langsung kepada publik melalui

media massa, maupun diberikan kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa

Keuangan (OJK).

Pendirian OJK di Indonesia berdasarkan pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999

tentang Bank Indonesia, kemudian lembaga OJK diatur dengan Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pemerintah diamankan

membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen dengan

nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini bertugas mengawasi industri

perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan

pembiayaan,serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dan

masyarakat.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

Keuangan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Otoritas Jasa Keuangan

adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang

mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan,

dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
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Beberapa alasan dibentuknya OJK yaitu semakin kompleks dan bervariasinya

produk dari jasa keuangan, munculnya konglomerasi perusahaan jasa keuangan,

dan globalisasi industri jasa keuanagan. Perkembangan yang terjadi sekarang

kecenderungannya perbankan juga terlihat dalam berbagai transaksi misalnya di

pasar modal, industri asuransi, artinya antara lembaga keuangan itu melakukan

berbagai sinergi. Tujuan pendirian OJK secara normatif adalah meningkatkan dan

memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan, menegakkan peraturan

perundang-undangan di bidang jasa keuangan, meningkatkan pemahaman publik

mengenai bidang jasa keuangan dan melindungi kepentingan konsumen jasa

keuangan. Selain itu tujuan lain OJK dibentuk agar BI fokus kepada pengelolahan

moneter dan tidak perlu mengurusi pengawasan bank karena bank merupakan

sektor dalam perekonomian. 5

Upaya OJK dalam mewujudkan tujuan tersebut, disertai dengan kewenangan yang

luas yakni membuat peraturan di bidang jasa keuangan, memberi dan mencabut

iin persetujuan dan lain-lain, memperoleh laporan periodik dan informasi industri

jasa keuangan, mengenakan sanksi administratif, melakukan pemeriksaan,

melakukan penyidikan atas pelanggaran undang-undang, memberikan arahan atau

perintah tertulis,menunjuk pengelola statuter, mewajibkan pengalihan usaha demi

menjaga kepentingan nasabah, mencegah kejahatan di bidang keuangan dan

mengatur pengendalian lembaga keuanagan. 6

5 Nindyo Pramono, Beberapa Legal Issue dalam UU No. 21/2011 tentang OJK, Makalah,
Disampaikan pada Seminar ”Outlook Pengawasan Perbankan Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa
Keuangan, Yogyakarta, 25 Mei 2012..hlm.2
6 Ibid..hlm.4



6

OJK dengan adanya tindak pidana perbankan, memiliki peran yang strategis

dalam penanggulangan tindak pidana perbankan, mengingat OJK memiliki

kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan wewenang dalam hal pengaturan dan

pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi: pengaturan dan

pengawasan mengenai kelembagaan bank, pengaturan dan pengawasan mengenai

kesehatan bank, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank,

dan pemeriksaan bank.

Lembaga OJK memiliki peran membantu Kepolisian dalam melaksanakan

penyidikan tindak pidana perbankan tersebut. Penanggulangan tindak pidana

perbankan dilakukan dengan bantuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dari

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut Pasal 1 Ayat (11) Undang-

Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

disebutkan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri

sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku

penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana

dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Penyidikan berdasarkan Pasal 1 Ayat (13) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian tindakan

penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang

tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
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Berdasarkan uraian latar belakang, penulis akan melaksanakan penelitian

berjudul: Peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Tindak Pidana

Perbankan (Studi pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Lampung)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagaimanakah peran lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam

penyidikan tindak pidana perbankan?

b. Apakah faktor yang menghambat peran lembaga Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) dalam penyidikan tindak pidana perbankan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian ilmu hukum pidana, yang berkaitan

dengan peran lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penyidikan tindak

pidana perbankan dan faktor-faktor yang menghambat peran lembaga Otoritas

Jasa Keuangan (OJK) dalam penyidikan tindak pidana perbankan. Ruang lingkup

lokasi penelitian adalah Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Provinsi Lampung dan ruang lingkup waktu penelitian adalah pada Tahun 2017.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui peran lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam

penyidikan tindak pidana perbankan
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b. Untuk mengetahui faktor yang menghambat peran lembaga Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) dalam penyidikan tindak pidana perbankan

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian

hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penegak hukuman hukum

terhadap tindak pidana perbankan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi pihak

kepolisian dalam melaksanakan perannya sebagai aparat penegak hukum

menghadapi perkembangan kehidupan masyarakat dan terjadinya tindak

pidana perbankan yang semakin kompleks dewasa ini.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar

yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian

hukum7. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan

dalam penelitian ini adalah:

7 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103
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a. Teori Peran

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh
orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan
sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-
sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah
hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat
dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai
kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (role accupant).
Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat,
sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. 8

Secara sosiologis peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau
perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku
suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan
kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik,
dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan
keinginan dari lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam
menentukan suatu proses keberlangsungan.9

Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau

sekumpulan orang. Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat
seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian
peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

2) Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu
dalam masyarakat sebagai organisasi.

3) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi
struktur sosial masyarakat.10

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

1) Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga
yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam
kehidupan masyarakat

2) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga
yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan
sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.

8 Kamus Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta. 2002. hlm. 348.
9 Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm.242
10 Ibid. hlm.243.
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3) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga
yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau
kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.11

Teori lain yang berkaitan dengan peran Polri tersebut adalah Teori

Penanggulangan Kejahatan, yang dikenal dengan berbagai istilah, antara lain

penal policy atau criminal policy adalah suatu usaha untuk menanggulagi

kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi

rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan

terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku

kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat

diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil

untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum

pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-

undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu

waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja,

namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu:

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)
Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi
pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan
konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak
sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan
secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak
sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan
sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

11 Ibid. hlm.244.
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2) Faktor penegak hukum
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah
mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka
penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan
kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3) Faktor sarana dan fasilitas
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang
berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang
memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang
memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan
penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

4) Faktor masyarakat
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan
penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan
bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting
dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat.
Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin
memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan
Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat.
Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan
nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum,
semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan
dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam
menegakkannya.12

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan

dalam melaksanakan penelitian13. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan

pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia

menjalankan suatu peran14

12 Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rineka Cipta.
Jakarta. 1983. hlm.8-10

13 Soerjono Soekanto. 1986. Op. Cit. hlm.103
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b. Otoritas Jasa Keuangan menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, adalah lembaga yang independen

dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan

wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

c. Penyidikan menurut Pasal 1 Ayat (13) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian tindakan

penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

d. Tindak pidana perbankan adalah setiap jenis perbuatan melanggar hukum

yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank.

Modus operandi kejahatan perbankan dilakukan melalui pembiayaan dari bank

dengan cara menggunakan dokumen atau jaminan palsu, fiktif,

penyalahgunaan pemakaian pembiayaan, mendapat pembiayaan berulang-

ulang dengan jaminan objek yang sama, memerintahkan, menghilangkan,

menghapuskan, tidak membukukan yang seharusnya dipenuhi. 15

E. Sistematika Penulisan

I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang,

Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian,

Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

14 Soerjono Soekanto. 2002. Op. Cit. hlm.243
15 Marfei Halim. Mengurai Benang Kusut, Bank Indonesia, Jakarta, 2002.hlm. 34
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II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan

dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan

pustaka terdiri dari teori peran, pengertian penegakan hukum pidana,

pengertian bank, pengertian tindak pidana perbankan, dan pengertian

penanggulangan tindak pidana.

III METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan

Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan

dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat

penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai peran lembaga

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penyidikan tindak pidana perbankan

dan faktor-faktor yang menghambat peran lembaga Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) dalam penyidikan tindak pidana perbankan.

V PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan

pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan

yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Peran

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang

yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai

posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau

rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban

tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran.

Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat

dikatakan sebagai pemegang peran (role accupant). Suatu hak sebenarnya

merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban

adalah beban atau tugas. 16

Secara sosiologis peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku

yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi

dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika

seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan

berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya.

Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses

keberlangsungan.17

16 Kamus Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta. 2002. hlm. 348.
17 Soerjono Soekanto. hlm.242
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Peran merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan

kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian

tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peran memiliki aspek-aspek

sebagai berikut:

1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat
seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian
peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat

2) Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu
dalam masyarakat sebagai organisasi.

3) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi
struktur sosial masyarakat.18

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

1) Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga
yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam
kehidupan masyarakat

2) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang
didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai
dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.

3) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang
didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial
yang terjadi secara nyata.19

B. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, adalah lembaga yang independen

dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan

wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang ini.

18 Ibid. hlm.243.
19 Ibid. hlm.244.
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Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

Keuangan, mengatur bahwa OJK adalah lembaga yang independen dalam

melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain,

kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

mengatur bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam

sektor jasa keuangan:

a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan

stabil; dan
c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

mengatur bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan

pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa

keuangan

Selanjutnya berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Otoritas Jasa Keuangan, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan

terhadap:

a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;

b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan

c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga

Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

mengatur bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor
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Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai

wewenang:

a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar,

rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia,
merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank;
dan

2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk
hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;

b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal

minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap
simpanan, dan pencadangan bank;

2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
3. sistem informasi debitur;
4. pengujian kredit (credit testing); dan
5. standar akuntansi bank;

c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:

1. manajemen risiko;
2. tata kelola bank;
3. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
4. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
5. pemeriksaan bank.

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

Keuangan, untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap

Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada

Lembaga Jasa Keuangan;
h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola,

memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
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Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

Keuangan, untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa
keuangan;

b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala
Eksekutif;

c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen,
dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau
penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak
tertentu;

e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran

terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
h. memberikan dan/atau mencabut:

1. izin usaha;
2. izin orang perseorangan;
3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
4. surat tanda terdaftar;
5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
6. pengesahan;
7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
8. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-
undangan di sektor jasa keuangan

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Otoritas Jasa Keuangan diketahui bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan

tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan

terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu

mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan

mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini,

OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional

sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus



19

mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia,

pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap

mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk

dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi

independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran.

Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di luar Pemerintah, yang

dimaknai bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak menjadi bagian dari kekuasaan

Pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan

Pemerintah karena pada hakikatnya Otoritas Jasa Keuangan merupakan otoritas di

sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan

otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter. Oleh karena itu, lembaga

ini melibatkan keterwakilan unsur-unsur dari kedua otoritas tersebut secara Ex-

officio. Keberadaan Ex-officio ini dimaksudkan dalam rangka koordinasi, kerja

sama, dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa

keuangan.

Keberadaan Ex-officio juga diperlukan guna memastikan terpeliharanya

kepentingan nasional dalam rangka persaingan global dan kesepakatan

internasional, kebutuhan koordinasi, dan pertukaran informasi dalam rangka

menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan. Untuk mewujudkan

koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan yang baik, Otoritas Jasa

Keuangan harus merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang berinteraksi secara baik dengan lembaga-lembaga negara dan

pemerintahan lainnya dalam mencapai tujuan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia



20

yang tercantum dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Independensi Otoritas Jasa Keuangan tercermin dalam kepemimpinan Otoritas

Jasa Keuangan. Secara orang perseorangan, pimpinan Otoritas Jasa Keuangan

memiliki kepastian masa jabatan dan tidak dapat diberhentikan, kecuali memenuhi

alasan yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini. Di samping itu, untuk

mendapatkan pimpinan Otoritas Jasa Keuangan yang tepat, Undang-Undang ini

mengatur mekanisme seleksi yang transparan, akuntabel, dan melibatkan

partisipasi publik melalui suatu panitia seleksi yang unsur-unsurnya terdiri atas

Pemerintah, Bank Indonesia, dan masyarakat sektor jasa keuangan.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

Keuangan menyebutkan bahwa diketahui bahwa Otoritas Jasa Keuangan

melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

a. asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan

pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

b. asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan

landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan

penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;

c. asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi

kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;

d. asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat

untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang

penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan

perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara,
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termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan;

e. asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam

pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap

berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam

setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas

Jasa Keuangan; dan

g. asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan

hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus

dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

Keuangan selanjutnya menyebutkan bahwa bahwa sejalan dengan prinsip-prinsip

tata kelola dan asas-asas di atas, Otoritas Jasa Keuangan harus memiliki struktur

dengan prinsip “checks and balances”. Hal ini diwujudkan dengan melakukan

pemisahan yang jelas antara fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan

pengawasan. Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan serta pengawasan

dilakukan oleh Dewan Komisioner melalui pembagian tugas yang jelas demi

pencapaian tujuan Otoritas Jasa Keuangan. Tugas anggota Dewan Komisioner

meliputi bidang tugas terkait kode etik, pengawasan internal melalui mekanisme

dewan audit, edukasi dan perlindungan konsumen, serta fungsi, tugas, dan

wewenang pengawasan untuk sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian,

Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.



22

C. Penyidikan

Pasal 1 Butir (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi

Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang

diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa penyidik adalah pejabat

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-

Undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik Polri yang berwenang melakukan

penyidikan saat ini minimal harus seorang polisi dengan pangkat minimal Ajun

Inspektur Polisi Dua (AIPDA), sedangkan untuk seorang polisi yang bertugas

sebagai penyidik pembantu berasal dari Bintara polisi dengan pangkat minimal

Brigadir Polisi Dua (BRIPDA), Brigadir Polisi Satu (BRIPTU), Brigadir atau

Brigadir Kepala (BRIPKA).

Berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian maka untuk meringankan beban penyidik juga telah diatur adanya

penyidik pembantu. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara

Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diberi wewenang tertentu dalam

melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.

Pejabat Penyidik Pembantu dalam Pasal 10 KUHAP dan selanjutnya Pasal 3

Peraturan Pemrintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP
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menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Polisi Negara Republik

Indonesia yang berpangkat Sersan Dua Polisi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil

tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-

kurangnya berpangkat Pengatur Muda atau yang disamakan dengan itu. Penyidik

Pembantu tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul

komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing. Wewenang pengangkatan ini

dapat dilimpahkan pada pejabat Kepolisian Negara yang lain.

Wewenang Penyidik Pembantu ini hampir sama dengan penyidik pada umumnya,

kecuali pada kewenangan penahanan. Dalam hal penahanan, penyidik pembantu

harus menunggu terlebih dahulu pelimpahan wewenang dari penyidik. Dalam

pembuatan berita acara dan berkas perkara yang tidak langsung diserahkan kepada

penuntut umum, tetapi diserahkan kepada penyidik.20

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan penyidikan

oleh penyidik harus berdasar pada peraturan perundang-undangan, tanpa aturan

yang mengaturnya dapat dikatakan justru petugas sendiri yang tidak menegakkan

hukum bahkan melawan hukum. Adapun landasan atau dasar hukum penyidikan

kepolisian adalah bahwa pelaksanaan penyidikan itu sah dan dibenarkan oleh

hukum, sehingga semua pihak terlindungi, baik petugas maupun masyarakat.

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada Tahun 1961 sejak

dimuatnya istilah tersebut dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian (UU Nomor

13 Tahun 1961). Sebelum dipakai istilah “pengusutan” yang merupakan

20 Sutarto, Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian. PTIK. Jakarta. 2002. hlm.71
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terjemahan dari bahasa Belanda opsporing21. Dalam rangka sistem peradilan

pidana tugas polisi terutama sebagai petugas penyidik tercantum dalam ketentuan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik bertugas menanggulangi

pelanggaran ketentuan peraturan pidana, baik yang tercantum di dalam atau di

luar KUHP. Inilah antara lain tugas polisi sebagai alat negara penegak hukum.

Ketentuan tentang pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir (2)

KUHAP bahwa: “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana

yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Penyidikan ini dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti

yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya

masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi

atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Apabila

berdasarkan keyakinan tersebut penuntut umum berpendapat cukup adanya alasan

untuk mengajukan tersangka kedepan sidang pengadilan untuk segera

disidangkan. Di sini dapat terlihat bahwa penyidikan suatu pekerjaan yang

dilakukan untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya dapat dipakai

oleh penuntut umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka beserta bukti-

bukti yang ada kedepan persidangan. Bila diperhatikan pekerjaan ini mempunyai

segi-segi yuridis, oleh karena keseluruhan pekerjaan ini ditujukan pada pekerjaan

disidang pengadilan. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan,

21 Ibid, hlm.71
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khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat tidaknya

suatu tindakan atau perbuatan dilakukan penuntutan.

Tujuan penyidikan secara konkrit dapat diperinci sebagai tindakan penyidik untuk

mendapatkan keterangan tentang:

a. Tindak pidana apa yang dilakukan.
b. Kapan tindak pidana dilakukan.
c. Dengan apa tindak pidana dilakukan.
d. Bagaimana tindak pidana dilakukan.
e. Mengapa tindak pidana dilakukan.
f. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana tersebut22

Hal menyelidik dan hal menyidik secara bersama-sama termasuk tugas kepolisian

yustisiil, akan tetapi ditinjau pejabatnya maka kedua tugas tersebut merupakan

dua jabatan yang berbeda-beda, karena jika tugas menyelidik diserahkan hanya

kepada pejabat polisi negara, maka hal menyidik selain kepada pejabat tersebut

juga kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Pengertian mulai melakukan

penyidikan adalah jika dalam kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukan upaya

paksa dari penyidik, seperti pemanggilan pro yustisia, penangkapan, penahanan,

pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya.

Persangkaan atau pengetahuan adanya tindak pidana dapat diperoleh dari empat

kemungkinan, yaitu:

a. Kedapatan tertangkap tangan.

b. Karena adanya laporan.

c. Karena adanya pengaduan.

d. Diketahui sendiri oleh penyidik23

22 Abdussalam, H. R. Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum. Restu
Agung, Jakarta. 2009. hlm. 86.
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Penyidikan dilakukan setelah dilakukannnya penyelidikan, sehingga penyidikan

tersebut mempunyai landasan atau dasar untuk melakukannya. Dengan kata lain

penyidikan dilakukan bukan atas praduga terhadap seseorang menurut penyidik

bahwa ia bersalah. Penyidikan dilaksanakan bukan sekedar didasarkan pada

dugaan belaka, tetapi suatu asas dipergunakan adalah bahwa penyidikan bertujuan

untuk membuat suatu perkara menjadi terang dengan menghimpun pembuktian-

pembuktian mengenai terjadinya suatu perkara pidana. Dengan kata lain bahwa

penyidikan dilakukan bila telah cukup petunjuk-petunjuk bahwa seorang atau para

tersangka telah melakukan peristiwa yang dapat dihukum. 24

D. Tindak Pidana Perbankan

Tindak pidana perbankan pada dasarnya merupakan perbuatan melawan hukum

dilakukan, baik dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja yang ada

hubungannya dengan lembaga, perangkat dan produk perbankan, sehingga

menimbulkan keruguian metriil dan atau immateriil bagi perbankan itu sendiri

maupun bagi nasabah atau pihak ketiga lainnya.25

Terdapat perbedaan antara tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di

bidang perbankan, perbedaanya terdapat pada perlakuan peraturan terhadap

perbuatan yang telah melanggar hukum yang berkaitan dengan usaha menjalankan

industri perbankan, perlakuan tersebut dapat dilihat pada:

23 Sutarto, Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian. PTIK. Jakarta. 2002. hlm.73
24 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara,
Jakarta. 1993. hlm.105
25 Anwar Salim. Tindak Pidana di Bidang Perbankan, Alumni, Bandung, 2001. hlm 14
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a. Tindak pidana perbankan terdiri dari perbuatan-perbuatan pelanggaran
terhadap ketentuan UU No.14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.
Pelanggaran mana dilarang dan diancam dengan hukuman oleh UU ini.

b. Tindak pidana di bidang perbankan lainnya yang terdiri atas perbuatan-
perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha
pokok bank, terhadap perbuatan mana dapat diperlakukan peraturan-peraturan
pidana di luar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, seperti:
a. KUHP sebagai peraturan hukum pidana
b. Peraturan-peraturan hukum pidana khusus, seperti undang-undang tentang

tindak pidana korupsi, undang-undang tentang lalu lintas devisa.
c. Peraturan-peraturan lain yang berhubugan dengan kegiatan bank dan yang

memuat ketentuan pidananya.26

Eksistensi, karakteristik, bentuk dan jenis perumusan tindak pidana di bidang

perbankan tidak hanya terbatas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

tentang Perbankan, melainkan mencakup tindak pidana lainnya yang diatur dan

tersebar di luar UU Perbankan yang ada relevansinya dengan kegiatan perbankan,

seperti dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia,

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalulintas Devisa dan Sistem

Nilai Tukar, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kejahatan

perbankan walaupun dikatakan sebagai tindak pidana ekonomi, namun pada

dasarnya kejahatan perbankan sudah termasuk kejahatan di bidang perbankan. Hal

ini dapat digolongkan menjadi tiga kategori yakni:

a. Kejahatan fisik, maksudnya adalah kejahatan perbankan yang melibatkan
fisik dan merupakan kejahatan yang konvensional serta berhubungan dengan
perbankan, contohnya perampokan bank, penipuan dan lain-lain.

b. Kejahatan Pelanggaran Administrasi perbankan, maksudnya adalah bank
sebagai lembaga pelayanan publik, maka banyak ketentuan administrasi
dibebankan oleh hukum, pelanggaran ketentuan administrasi dianggap oleh
hukum sebagai tindak pidana, hal ini meliputi operasi bank tanpa ijin; tidak
memenuhi pelaporan kepada Bank Sentral; dan tidak memenuhi ketentuan
kecukupan modal, batas maksimum pemberian pembiayaan, persyaratan
pengurus dan komisaris, merger, akuisisi serta konsolidasi bank dan lain-lain.

26 Ibid, hlm 14
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c. Kejahatan Produk bank, maksudnya adalah kejahatan perbankan yang
dihubungkan dengan produk bank seperti, pemberian pembiayaan yang tidak
benar, misalnya pembiayaan tanpa agunan atau agunan fiktif, pemalsuan
warkat, seperti cek, wesel, dan leter of cridit, pemalsuan kartu pembiayaan,
transfer uang kepada yang tidak berhak. 27

Selain yang telah tersebut di atas terdapat pula kejahatan perbankan yang disebut

sebagai pelanggaran moralitas perbankan, sebagaimana tercantum dalam Kode

Etik Bankir Indonesia, yang berisikan sebagai berikut:

1) Patuh dan taat pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan
yang berlaku.

2) Melakukan pencatatan segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan bank.
3) Menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat.
4) Tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.
5) Menghindarkan diri dari keterlibatan pengambilan keputusan dalam hal

terdapat pertentangan kepentingan.
6) Menjaga rahasia nasabah dan banknya.
7) Memperhatikan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang

ditetapkan bank terhadap keadaan ekonomi, sosial dan lingkungannya.
8) Tidak menerima hadiah/ imbalan yang memperkaya diri pribadi atau keluarga.
9) Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.

Pelanggaran kode etik secara yuridis tidak dapat dikategorikan sebagai tindak

pidana (crime), tetapi secara kriminologis dapat diketegorikan dalam pengertian

criminal behavior dalam konsepsi white collar crime. Kejahatan perbankan dilihat

dari berbagai kasus pembobolan bank disebabkan oleh kalangan intern bank dan

bentuk kontrol kejahatannya terdapat dalam dua jenis kejahatan perbankan, yaitu:

1) Error omission berupa pelanggaran terhadap suatu ketentuan berupa sistem
dan prosedur yang seharusnya dipatuhi tetapi tidak dilaksanakan.

2) Error Commision berupa pelanggaran dalam bentuk melaksanakan sesuai
yang seharusnya tidak boleh, karena tidak tertulis dalam sistem dan prosedur ,
maka tetap saja dilakukan. Pelanggaran error omission selalu ada sanksi
administratif, tetapi pelanggaran terhadap error commission sanksinya bersifat
normatif yang terdapat dalam code of conduct, dan kebanyakan kejahatan
perbankan dalam bentuk error commission khususnya delivery system. 28

27 Ibid, hlm 21
28 Ibid, hlm 21
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Secara umum kejahatan di bidang perbankan adalah kejahatan yang digolongkan

dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum admnistrasi yang memuat

sanksi-sanksi pidana. Istilah kejahatan di bidang perbankan adalah untuk

menampung segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan

kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Sedangkan istilah tindak

pidana di bidang perbankan menunjukkan bahwa suatu tindak pidana yang

dilakukan dalam menjalankan fungsi dan usahanya sebagai bank dan dapat

dikategorikan sebagai tindak pidanan ekonomi. Kejahatan di bidang perbankan

adalah salah satu bentuk dari kejahatan ekonomi yang sering dilakukan dengan

menggunakan bank sebagai sasaran dan sarana kegiatannya dengan modus yang

sangat sulit dipantau atau dibuktikan berdasarkan Undang-Undang Perbankan29

E. Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief Keseluruhan

rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban

warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban

masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata dengan aturan

hukum, peraturan hukum dan perundang-undangan di bidang hukum pidana yang

merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Penegakan hukum pidana adalah sebagai keseluruhan

kegiatan dari para aparat/pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum,

keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban,

29 Marfei Halim. Mengurai Benang Kusut, Bank Indonesia, Jakarta, 2002.hlm. 34
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ketenteraman dan kepastian hukum di bidang hukum pidana sesuai dengan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.30

Penegakan hukum adalah sistem bekerja atau berfungsinya aparat penegak hukum

dalam menjalankan fungsi/kewenangannya masing-masing di bidang penegakan

hukum (integralitas fungsional). Dengan demikian, secara struktural, penegakan

hukum merupakan sistem operasional dari berbagai profesi penegak hukum.31

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti. Tahap pertama, penegakan

hukum pidana in abstracto merupakan tahap pembuatan/perumusan undang-

undang oleh badan legislatif. Tahap ini dapat disebut tahap formulasi/legislasi.

Penegakan hukum pidana in abstracto adalah pembuatan undang-undang (law

making) atau perubahan undang-undang (law reform). Tahap kedua, penegakan

hukum pidana in concreto (law enforcement). Kedua penegakan hukum pidana itu

dilaksanakan dalam kerangka menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi

pembangunan nasional serta menunjang terwujudnya sistem penegakan hukum

pidana secara nasional.32

Penegakan hukum merupakan upaya aparat penegak hukum untuk menjamin

kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan

globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum

selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil

yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai

30 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam
Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 25.
31Barda Nawawi Arief, Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia,
Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 1.
32 Ibid, hlm.3.
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suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam

kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum

pidana sebagai sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum pidana dalam penyelengaraan kehidupan berbangsa dan

bernegara memerlukan mekanisme yang efektif untuk menjamin kepentingan

mayoritas masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga

berbagai perilaku kriminal dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan

anggota masyarakat atas anggota masyarakat lainnya akan dapat dihindarkan.

Pentingnya masalah penegakan hukum dalam hal ini berkaitan dengan adanya

kejahatan baik yang mengalami kompleksitas baik pelaku, modus, bentuk, sifat,

maupun keadaannya.

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya

guna (utility) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga

mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan.

Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna

(secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan

adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.

Masyarakat dalam kondisi yang demikian ini, menginginkan adanya suatu

kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan

hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial

seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis

dan pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan

tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-
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peraturan yang bersifat tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama.

Akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam

masyarakat.33 Mekanisme dan prosedur untuk menentukan prioritas revisi atau

pembentukan undang-undang baru, masyarakat harus mengetahui sedini mungkin

dan tidak memancing adanya resistensi dari masyarakat, maka setidak-tidaknya

dilakukan dua macam pendekatan yaitu pendekatan sistem dan pendekatan

kultural politis.34

Melalui pendekatan sistem prioritas revisi atau pembentukan undang-undang baru,

harus dilihat secara konstekstual dan konseptual yang bertalian erat dengan

dimensi-dimensi geopolitik, ekopolitik, demopolitik, sosiopolitik dan kratopolitik.

Dengan kata lain politik hukum tidak berdiri sendiri, lepas dari dimensi politik

lainnya, apalagi jika hukum diharapkan mampu berperan sebagai sarana rekayasa

sosial. Kepicikan pandangan yang hanya melihat hukum sebagai alat pengatur dan

penertib saja, tanpa menyadari keserasian hubungannya dengan dimensi-dimensi

lain, akan melahirkan produk dan konsep yang kaku tanpa cakrawala wawasan

dan pandangan sistemik yang lebih luas dalam menerjemahkan perasaan keadilan

hukum masyarakat.35

Substansi undang-undang sebaiknya disusun secara taat asas, harmoni dan sinkron

dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar

1945. Untuk itu harus dilakukan dengan mengabstraksikan nilai-nilai yang

terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 kemudian

menderivasi, yakni menurunkan sejumlah asas-asas untuk dijadikan landasan

33 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 32.
34 Ibid, hlm. 33.
35 M. Solly Lubis, Serba-serbi Politik dan Hukum, Mandar Maju, Bandung 1989, hlm. 48.
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pembentukan undang-undang. Semua peraturan-peraturan hukum yang

dikeluarkan secara sektoral oleh departemen-departemen yang bersangkutan harus

serasi dan sinkron dengan ketentuan undang-undang.36

Hal yang perlu dipahami bahwa banyak peraturan undang-undang sering tidak

berpijak pada dasar moral yang dikukuhi rakyat, bahkan sering bertentangan. Pada

taraf dan situasi seperti ini, kesadaran moral warga masyarakat tentu saja tidak

akan lagi selalu sama dan sebangun dengan kesadaran hukum rakyat. Hukum

yang dikembangkan dari cita pembaharuan dan pembangunan negara-negara

nasional pun karenanya akan memerlukan dasar legitimasi lain, yang tak

selamanya dipungut begitu saja dari legitimasi moral rakyat yang telah ada selama

ini. Hukum-hukum ekonomi, lalu lintas dan tata kota yang mendasarkan diri

maksud-maksud pragmatis jelaslah kalau terlepas dari kesadaran moral

tradisional.37

Keadilan dalam pelaksanaan penegakan hukum, harus diperhatikan, namun

hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat

setiap orang, bersifat menyamaratakan. Setiap orang yang mencuri harus dihukum

tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat

subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Adil bagi seseorang belum

tentu dirasakan adil bagi orang lain. 38

36 Mardjono Reksodiputro. Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan
Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta,1994,
hlm.76.
37 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Cetakan
Pertama, ELSAM, Jakarta, 2002, hlm. 380.
38 Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung,
1993, hlm. 2.
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Penegakan hukum ditinjau dari sudut subjeknya, dapat dilakukan oleh subjek

yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek

dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu

melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang

menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan

sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti

dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi

subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur

penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan

hukum berjalan sebagaimana seharusnya.39

39 Ibid, hlm. 33.
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III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yurdis

normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif

dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau

bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris

dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan

dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.40

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan

penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan pihak Kepolisian Resor

Kota Bandar Lampung untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam

penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber

hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

40 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.55
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a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari:

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73

Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

Keuangan

5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah

Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan

hukum primer yang terdiri dari berbagai dokumen atau arsip yang

berhubungan dengan penelitian

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai

referensi atau literatur buku-buku hukum.
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C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyidik Kepolisian Polda Lampung : 1 orang

2. Penyidik PPNS OJK Perwakilan Provinsi Lampung : 1 orang

3. Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum

Universitas Lampung : 1 orang +

Jumlah : 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi pustaka (library research)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan

mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi lapangan (field research)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (interview) kepada responden

sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan

dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah

diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data

yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:
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a. Seleksi data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data

selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang

telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar

diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Penyusunan data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling

berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada

subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif,

dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara

sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk

memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode

induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan

yang bersifat umum.
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V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Peran lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penyidikan tindak pidana

perbankan termasuk dalam peran normatif yaitu peran yang dilaksanakan

berdasarkan ketentuan undang-undang oleh PPNS OJK dengan untuk mencari

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang

tindak pidana perbankan yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Peran faktual dilaksnakan PPNS OJK dengan melakukan pemanggilan,

pemeriksaan, serta meminta keterangan dan barang bukti dari setiap orang

yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana perbankan

untuk mendapatkan alat bukti dan barang bukti yang digunakan dalam

penuntutan bila terbukti bersalah karena melanggar tindak pidana perbankan.

Selanjutnya berkas penyidikan dilimpahkan kepada Kejaksaan. Selain itu

peran faktual dilakukan melakukan sosialisasi kepada pihak perbankan dan

masyarakat serta melakukan pengawasan perbankan secara rutin.

2. Faktor yang menghambat peran lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam

penyidikan tindak pidana perbankan dari segi penegak hukum adalah secara

kuantitas masih terbatasnya personil PPNS OJK yang khusus melakukan



78

penyidikan tindak pidana perbankan. Faktor masyarakat penghambat dari segi

masyarakat adalah adanya nasabah yang memberikan data tidak akurat kepada

bank dalam pengajuan pinjaman/kredit, sehingga berdampak pada terjadinya

kesulitan dalam memproyeksikan laba/rugi atas usaha nasabah yang diajukan

kredit.

B. Saran

Beberapa saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Otoritas Jasa Keuangan agar meningkatkan intensitas

pengawasan terhadap perbankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku guna memantau perkembangan kinerja lembaga perbankan

sehingga dapat meminimalisasi tindak pidana perbankan.

2. Diperlukan penambahan personil PPNS pada Kantor OJK Perwakilan Provinsi

Lampung dalam rangka meningkatkan efektivitas penyidikan terhadap tindak

pidana di bidang perbankan. Diperlukan koordinasi lintas sektoral dalam

proses penyidikan tindak pidana di bidang perbankan antara PPNS OJK

dengan berbagai lembaga terkait dengan perbankan, sehingga hasil penyidikan

dapat dioptimalkan sebelum berkas dilimpahkan kepada Kejaksaan
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